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URGENSI KONSTITUSIONAL, FILOSOFIS DAN SOSIOLOGIS RPPLH | ¥ PSDAB
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Mandat Konstitusional " Paradigma Filosofis

UUD 1945 Pasal 5(2)

bahwa setiap orang berhak
atas lingkungan hidup yang
baik dan sehat

Partisipasi dan Legitimasi Sosial

Melibatkan masyarakat ,akademisi dan
pelaku usaha dalam seluruh fase RPPLH
untuk memperkuat akuntabilitas
kebijakan

Keadilan Generasi

Menyelaraskan aspek ekonomi,
ekologi, dan sosial dalam kerangka
jangka panjang demi generasi
sekarang dan mendatang.

Lingkungan Sebagai Hak
Asasi Fundamental
Paradigma dasar bahwa lingkungan
yang sehat adalah kunci bagi
keberlangsungan hidup manusia
dan ekosistem secara utuh.

Pengakuan Nilai Sosio-Kultural

Mengintegrasikan  data dan

} informasi terkait kearifan lokal,
adat dan kondisi sosial ekonomi
masyarakat

UU 32/2009 Pasal 10(3)

Rencana Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup
(RPPLH)diatur dengan peraturan
pemerintah untuk RPPLHasional

2

Sinergi Pemerintah & Masyarakat

Kolaborasi erat pusat dan daerah serta
Masyarakat selama proses penyusunan

Regulasi Turunan dan

Operasionalisasi = RESpOI‘IS terhadap melalui forum konsultasi pupllk /FGD
i \ Ur ensi Global untuk membangun ownership atas RPPLH
1. PP 26 Tahun 2025 tentang g i
Perencanaan Perlindungan dan 1 =" [taroomu RPPLHJirumuskan Kebijakan Publik yang transparan
Pengelolaan Lingkungan Hidup; — untuk berperan dalam dan inklusif
2. PermenLH 27 Tahun 2025 tentang Tata o p
Cara Penyusunan ,Pemantauan dan menjawab tantangan Membangun kepercayaan publik melalui

Evaluasi RPPLHProvinsi dan
Kabupaten /Kota.

=2, mekanisme penyusunan yang transparan ,
N inklusif dan mendorong penguatan kapasitas
seluruh elemen yang terlibat

triple planetary crisis.
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LANDASAN REGULASI TERKAIT RPPLH ‘&Y@ PSDAB

UU No. 32 Tahun 2009 PP Nomor 26 Tahun 2025

Perlindungan dan Pengelolaan Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Lingkungan Hidup

« Bab| KetentuanUmum * Bab VI Pemantauandan Evaluasi
A Bab | Ketem_llfa_n Umum  Bab Il InventarisasiLingkunganHidup  Bab VIl Pembinaandan Peran Serta Masyarakat
Bab Il dsas’ ujuan, : » Bab Ill PenetapanWilayahEkoregion « Bab VIl Sistem Informasi PerencanaanPPLH
an RuangLingkup * Bap |y DayaDukungdan DayaTampung B Al Perdanash
A Bab Il PERENCANAAN LingkunganHidu .
LS b * Bab X KetentuanPeralihan
A Bab IV Pemanfaatan PenyusunanRencanaPerlindungandan > 2
A BabV Pengendalian PengelolaanLingkunganHidup Bab X| KetentuanPenutup
A Bab VI Pemeliharaan 3 ‘ 2
A Bab VII P_engelolaanBB dan - ~
Limbah B3 3 PP Nomor 26 Tahun 2025: Bab V 7z Penyusunan RPPLH
A Bab VIl Sistem Informasi -
A Bab IX Tugasdan Wewenang * BagianKesatu : Ketentuan Umum . Penetapan RPPLH
A Bab X gengntahdan Pemerintah » BagianKedua @ TahapanPenyusunanRPPLH Nasional 2025-2055
aer : . -
: - g MR pada Lampiran Ill dan
A Bab X| Hak, Kewajiban, . Bag!an Ketiga : RPPLH Nas_lor_mal -  Lampiran IV (IKU
dan Larangan * BagianKesatu : RPPLHProvinsidan Kab/Kota RPPLH Nasional)
A Bab Xl| Peran Masyarakat . Bagian Kedua . RPPLHsebagaiDasar Pemanfaatan SDA
& J
eSurat Edaran Mendagri
No. 600.11.1/5019/SJ tentang Penyusunan dan
Tata Cara Penyusunan, Pemantauan, dan Evaluasi Penetapan Peraturan Daerah tentang RPPLH
RPPLH Provinsi dan Kabupaten/Kota
s®e MendorongKepalaDaerahuntuk Menyusun
f@" danmenetapkan PerdaRPPLHdaerah
4 )

Landasanhukum penyusunanRPPLHdimulai dari UU No. 32Tahun 2009, khususnyaBab Il tentang
W Perencanaan, yangkemudian dijabarkan dalam PP No. 26Tahun 2025 dengan RPPLH Nasional 2025
@~ 2055 ditetapkan dalam Lampiran [IIPP No.26 Tahun 2025, sedangkantata cara penyusunanRPPLH

Provinsidan Kabupater/Kota diatur lebih lanjut melalui Permen LH/Kepala BPLH No. 27Tahun 2025.




KONSEP RPPLH DALAM MENDORONG W D Soas
KELESTARIANLANDSCAPE DAN SEASCAPE

INVENTARISASI LH BERBASIS EKOREGION

DDDTLH

RPPLH 3 INSTRUMEN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP

Data dan informasi karakteristik wilayah = Daya Dukung dan Daya Tampung LH (DDDTLH) RPPLHmemuat arahan kebijakan @ Berbagai instrumen pengendalian  untuk
ofll sesuai ekoregion sebagai basis berbasis Jasa Lingkungan Hidup menjadi strategi dan program  indikatif R mitigasi dampak , di level KRP melalui KLHS, di
= perencanaan ,yang tidak hanya terbatas informasi  kunci dalam ambang batas yang ditetapkan melalui Perda , level U/K melalui Amdal, pendayagunaan
pada batas administratif . ketersediaan dan kebutuhan lingkungan hidup . i sehingga berkekuatan hukum . @ Instrumen Ekonomi LH dan instrumen lainnya .
—_ — _— o
Hutan adalah bagian dari x :
landscape yang tidak Ekosistem tidak mengenal PERDESAAN DAN AGROFORESTRY EKOSISTEM MANGROVE
SrRESlan el iom batas administratif — Keseimbangan Produksi dan Ekologi Benteng Pesisir dan Karbon Biru
NI P e pengeIPIaannya harus Wilayah yang mengintegrasikan pertanian Perlindungan Pantai dari abrasi ,
X A "N berbasis landscape. berkelanjutan dlengié(ln fungsi perlindungan PUSAT PERTUMBUHAN  menjadi habitat perikanan dan
T ing ungan INDUSTRI penyerap karbon biru .

Pengelolaan Industrl yang

Ekosistem Hutan
berperan penting
dalam siklus

Landscape adalah satu

hidrologi dan rumah
gZﬁ'faZer:Zgam flora kesatuan ekosistem yang
' saling terhubung

PUSAT PERMUKIMAN
PERKOTAAN
Pengelolaan sampah
yang terintegrasi dari
hulu ke hilir , tumbuhnya
ekonomi sirkular dan siap
beradaptasi terhadap
perubahan iklim .

Habitat Satwa Kunci
Ruang hidup satwa
kunci membutuhkan
kualitas lanskap yang
terjaga .

Ekosistem Gambut
berperan dalam

menyerap karbon
dalam jumlah yang
besar .

Ruang Penghidupan
Masyarakat Adat

Koridor Satwa pada
Homerange Satwa

Perlindungan ekosistem
berbasis kearifan lokal
yang berkelanjutan

Ruang hidup dan wilayah
jelajah satwa diantara zona
Lanskap

PRINSIE PENGELOLAAN LANDSCARY  OUTCOME: SDGs, NDC > KEDAULATAN LINGKUNGAN
RPPLH menjadi instrumen kunci untuk memastikan pembangunan berjalan dalam batas daya dukung lingkungan, ‘|
G Q 3 melindungi ekosistem kunci, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Kegiatan Pembangunan Kualitas LH yang Kualitas Kehidupan
Integrasi Hulu~-Hilir Kolaborasi Keadilan Ekologis Ketahanan Iklim Ramah Lingkungan baik dan Sehat yang baik (Sejahtera)
Multi Pihak dan Sosial dan Bencana




DEFINIS| RENCANA PERLINDUNGAN DAN | P
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

(2 RPPLHadalah perencanaan tertulis yang memuat potensi , masalah
\J lingkungan  hidup , serta upaya perlindungan dan pengelolaannya

dalam kurun waktu tertentu . Qg
2 Muatan dalam RPPLHmeliputi : JJJJ UJJUJ)J) 'JUJUJJ 1P
\) | pemanfaatan dan/ atau pencadangan sumber daya alam .

nnnnnnnnnnnnnnn

| pemeliharaan  dan perlindungan terhadap kualitas dan/ atau
fungsi lingkungan hidup .

| pengendalian , pemantauan , pendayagunaan , dan pelestarian
sumber daya alam .

| adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim .

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/
BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 27 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN, PEMANTAUAN,
DAN EVALUASI RENCANA PERLINDUNGAN
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

2 RPPLHdirancang dengan jangka waktu perencanaan selama 30 tahun ,

\j dan dilakukan pemantauan  terhadap indikator kinerja utama RPPLH
sebanyak 1 kali dalam 1 tahun , serta evaluasi paling sedikit 1 kali
dalam 5 tahun untuk mengubah materi muatan RPPLH

Q/) Landasan Regulasi :
A Pasal 1, Pasal 10ayat 3 huruf a, dan Pasal 11UU 32/2009,
APP 26 Tahun 2025 tentang Perencanaan Perlindungan  dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup
APermenLH 27 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyusunan |,
Pemantauan dan Evaluasi RPPLHProvinsi dan Kabupaten /Kota




SELAYANG PANDANG PENYELENGGARAAN W peone

RPPLHProvinsi dan Kabupaten /Kota

( 0 4 N - - - ™
) : : 3. Konsultasi 4. Proses 6. Penaint -
1.Persiapan 2. Penyusunan Materi Teknis RPPLH Materi Teknis Adminisiatr S>. Penetapan - [FEMEIMIEC] e /.Pemantauan &
Ranperda Perda RPPLH RPPLH Evaluasi
Perumusan » Urgensi &
urgensi RPPLH kerangka hukum |> @
Identifikasi potensi _y, 4 Matriks ~— N ® Q [_,_\P !
dan masalah LH DPSIR ~~ - [ i ) &
: — -, [
—_—
1. Pembentukan ! Sintesis hasil Potensi — _y, 1Matriks 1. Konsultasi _
. dan masalah TIKD
2. Penyusunan Penyusunan 4 skenario : optimis RPP!‘ H. Naskah 1. Pembahasan 1. RPJPD d 1. Pemantauan
rencana kerja kenario PPLH ¥ moderat ,pesimis , Provinsi oleh E Akademik Ranperda oleh : an :
B _ » * transformatif » KLH/BPLH |» —— a _eml Bagian Hukum RPJMD IKU RPPLH
3. Identifikasi Sesuai Kebutuan Setda sebanyak 1
e Visi PPLH 30 2. K [tasi legislasi 2. RTRW dan :
kebutuhan Penyepakatan visi __y, . Konsultasi y kali dalam 1
detm Gan E PPLHdaerah i dokumen S 2. Pembahasan RDTR tahun
informasi 12 RPPLH | | === "=-mmmmmmmmmes Ranperda oleh 3. Rencana :
. - 7 kebijakan utama Kab t / DPRD 2. Evaluasi
4. Penyiapan F = | Perumusan RPPLF—y strategi program _indikatit | abupaten sektoral dan RPPLH paling
rapat , FGD e e RO Bl — Ranperda 3. Penetapan instrumen sedikit 1 kali
publik yang & , 3. Perbaikan —— | Batang tubuh dan a RPPLH tahun
. Arahan lintas . —
diperlukan : — Khusus RPPLH e (F : i lampiran yang diekstrak
P nalieyelr Provinsi dan finalisasi dari IMaterinekniisPPLH
materi teknis
g a8 s e D
- c ) . : : uaran Peraturan RPPLHmenjadi asar
=1 Agenda detail = |iareilekNISIREECLNSE Luaran : Naskah Akademik acuan #) Perubahan
tahunan terkait = Yang akan dielaborasi menjadi lampiran : 22| Daerah RPPLH isi
== A 3 RekomendaS| dan Ranperda Batang tubuh dan lampiran pembangunan R6V|S| Perda
RPPLH substansi teknis pada Perda J RPPLH yingkdi?ezakatli O||ehf dan tata ruang RPPLH
- eksekutif dan legislati
\ - A = J - 7 J

Penyelenggaraan RPPLH menghasilkan3 Output Utama yaitu:
1) Materi TeknisRPPLH

2) NaskahAkademik;

3) PeraturanDaerahRPPLHbesertalampirannya.




MANUAL PENYUSUNAN RPPLH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

3.

1.

2.

Perumusan
dan Masalah LH

Perumusan
Indikatif RPPLH

PROSES

a fjl KEGIATAN

1. Perandan fungsi RPPLHerhadap instrumen PPLH

Regulasi terupdate , khususnya s . = 1 U f

3 Co X pada media lingkungan /ekosistem spesifik , . rgensi RPPLH

Perumusan Urgensi RPPLH terkait Lingkungan Hidup dan perencanaan pembangunan dan sektoral 2. Kerangka Hukum
Perencanaan Pembangunan 2. Kerangka hukum terkait RPPLH ’

RPPLH Nasional/ Provinsi , hasil inventarisasi
LHdaerah , DDDTLH, SLHD, DataSosial
Ekonomi, RTRW, RPJPN/RPJPD, dan data lain

yang relevan terkait RPPLH

4 Matriks DPSIR
dengan 4 Tema sesuai
PermenLH 27/2025

Identifikasi Potensi dan

Masalah LH- DPSIR

Kerangka Berpikir DPSIR
(4 Tema sesuai PermenLH 27/2025)

1. Analisis keterkaitan antar tema DPSIR penentuan
prioritas tantangan ,isu, kondisi dan dampak LH
Perumusan tantangan ,isu, kondisi , dan dampak
LHterpilih

Hasil Potensi TIKD

(Tantangan , Isu, Kondisi , Dampak )

4 Matriks DPSIR
(4 Tema sesuai PermenLH 27/2025) 2

AApabila menggunakan foresight, lakukan
penelusuran secara holistik untuk menghasilkan 2
penggerak perubahan .

AMatriks skenario 2x2 yang memuat 4 skenario PPLH

TIKD
(Tantangan LHbIsulLHb
Kondisi LHb Dampak LH)

4 Skenario PPLH
(Optimis , Moderat , Pesimis ,
Transformatif )

Penyusunan Skenario PPLH

4 Skenario PPLH

Pen isi PPLH Pemilihan skenario PPLHmelalui pertimbangan isi PPLH Th n
€ yepakatan el L (Optimis ,Moderat ,Pesimis , akademisi ,masyarakat si iI,KepaIa Dae?ah, VI.SI. . LH 30 ke era

h 4 P P k h k
Daera Transformatif ) dan Pimpinan OPD (Kondisi Lingkungan yang Diharapkan )

Penjabaran visi sebagai arah PPLH 30tahun
ke depan yang terintegrasi dengan visi
pada instrumenperencanaan lainnya

Visi RPPLH
Tahun 2055

Perumusan 7 Kebijakan
Utama RPPLH

7 Kebijakan Utama RPPLH
(sesuai PP 26/2025)

. 7 = Perumusan strategi sesuai substansi RPPLHdari )
Perumusan Strategl RPPLH y 1 UU 32/2009 dan koridor pada PP 26/2025 dan Strategi RPPLH
Kebijakan - PermenLH 27/2025

Program Indikatif
(Kegiatan Prioritas
30 Th ke depan )

Strateqi
RPPLH

Program program/ kegiatan prioritas , target,

Penjabaran strategi menjadi
dan tahapan waktu

&

Penyusunan Peta Indikatif Program O 8; Analisis spasial pada IGT seperti Peta Indikatif KSP RPPLH
) . o= ekoregion ,jasa lingkungan hidup , DDDTLH, (Rambu Ekplogis )
KSP RPPLH Indikatif — ekosistem spesifik dan data pendukung lainnya 4 Arahan Spasial Utama

Penentuan wilayah prioritas Lz el it

Perumusan Lokasi Indikatif Peta Indikatif berdasarkan  kriteria urgensi (Wilayah Prioritas : PuI?u/Provl Kab /Kota)
Program RPPLH KSP RPPLH dampak ,dan kelayakan @)
. o - ) °
Perumusan Instansi Program Indikatif IR LETEEE : ’kaPaS'taS S, Instansi Pelaksana !
+ kelembagaan , dan sinergi antar . . (Pusat, Provinsi, Kab/Kota, dan Pemangku
Pelaksana pemangku kepentingan LY T | Kepentingan )

Lokasi Indikatif

Arahan RPPLH Provinsi terhadap :

Perumusan Arahan Lintas 1. ekosistem lintas wilayah
2. pemanfaatan jasa lingkungan lintas daerah .

Wllayah (RPPLH Provinsi ) 3. pengendalian pencemaran dan kerusakan

lingkungan hidup

Arahan
ekoregion )

Perumusan Matriks
(basisnya menggunakan

Matriks arahan RPPLHintas wilayah
untuk Kabupaten /Kota

:Rapat Pembahasan setara FGD : Konsultasi  Publik

(DISESUAIKAN DENGAN KEKUATAN ANGGARAN)

Bab | Materi Teknis

2. Penguatan Bab I, IV dari

Naskah Akademik RPPLH

Perumusan TIKD
(Mandat PP 26/2025)
Bab Il Materi Teknis RPPLH

Dasar penyusunan skenario PPLH

Bab Il Materi Teknis
Lampiran Perda RPPLH

Penetapan Visi PPLH
Bab Il Materi Teknis

Perumusan Kebijakan RPPLH
Bab Ill Materi Teknis

Lampiran Perda RPPLH

Perumusan Strategi RPPLH
Bab IV Materi Teknis
Lampiran Perda RPPLH

Penyusunan Program Indikatif
Bab IV Materi Teknis
Lampiran Perda RPPLH

Penyusunan Peta Indikatif KSP
RPPLH

Bab IV Materi Teknis

Lampiran Perda RPPLH

Penguatan Lokasi Indikatif

Bab IV Materi Teknis

Lampiran Perda RPPLH
Penetapan Instansi Pelaksana
Bab IV Materi Teknis

Lampiran Perda RPPLH

Pemantauan dan Evaluasi serta
Pembinaan Perda RPPLH

Bab IV Materi Teknis

Lampiran Perda RPPLH

Pembinaan Perda RPPLH
Kabupaten /Kota

Bab V Materi Teknis
Lampiran Perda RPPLH

(DISESUAIKAN DENGAN KEKUATAN ANGGARAN) ‘/“\ _’
/

. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi/Kabupaten

. Dapat melibatkan

. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi/Kabupaten

. Dapat melibatkan

. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi/Kabupaten

. Dapat melibatkan

1. Kepala Daerah
. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi/Kabupaten

. Dapat melibatkan

. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi/Kabupaten

. Dapat melibatkan

. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi/Kabupaten

. Dapat melibatkan

. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi/Kabupaten

. Dapat melibatkan

. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi/Kabupaten

. Dapat melibatkan

Direktorat

PSDAB

N%

PIHAK YANG

TERLIBAT

Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi / Kabupaten /Kota

/Kotadan Perangkat Daerah terkait
pakar baik akademisi
atau konsultan penyusun bila diperlukan

/Kota
pakar baik akademisi

atau konsultan penyusun bila diperlukan

/Kotadan Perangkat Daerah terkait
pakar baik akademisi

atau konsultan penyusun bila diperlukan

/Kotadan Perangkat Daerah terkait
pakar baik akademisi
penyusun bila diperlukan

atau
konsultan

/Kotadan Perangkat Daerah terkait
pakar baik akademisi

atau konsultan penyusun bila diperlukan

/Kotadan Perangkat Daerah terkait
pakar baik akademisi
atau konsultan penyusun bila diperlukan

/Kotadan Perangkat Daerah terkait
pakar baik akademisi
atau konsultan penyusun bila diperlukan

/Kotadan Perangkat Daerah terkait
pakar baik akademisi
atau konsultan penyusun bila diperlukan

Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi / Kabupaten /Kota

Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi / Kabupaten /Kota

Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi / Kabupaten /Kota




Direktorat

DOKUMEN DAN DATA AWAL YANG DIPERLUKAN W D Soas
DALAM PENYUSUNAN RPPLH

N [ N A N( B

(n RPPLH Nasional / RPJIPD a RPIMD RKPD & T

RPPLHProvinsi e ) - RErElE QFD

_ Arah pembangunan rogram prioritas Program 9 Struktur ruang ,

Rgm_l?u a\c,ival 'SUh jangka panjang ® ‘ @ dearah dan berjalan yang pola ruang , kawasan

prioritas  dan ara dan integrasi perangkat dapat diselaraskan lindung dan

kebijakan daerah visi RPPLH daerah pelaksana dengan RPPLH budidaya
/ ' A

KLHS RPJPD / | DDDTLH m | isasi
IKPLHD / SLHD nventarisasi
RPJMD / RTRW B Lingkungan Hidup

1
B -~ 9
I . Koloai Kondisi , tren ,
SU e el el Batas ekologis /\/' tekanan , dan Karakteristik wilayah,
berkelanjutan dan dan kapasitas I . | ekoregion , potensi SDA

|
Informasi ruang
rinci untuk lokasi
TR : : : respons hngkungan
indikatif program r_ekomendaS| lingkungan hidup ” hidup dan ekosistem
lingkungan ———
\_ - ‘ - J
) N (o Data BPS Daerah [ Data Sektoral Peta Temat|k & Program & A
Dokumen Perubahan o : :
(Provinsi, Kabupaten /Kota, OPD Pembiavaan + Hasil
lklim & Kebencanan Kecamatan dalam Angka) | Geospasial Yy . .
3 A Data kehutanan ! Batas Administrasi , Data Fisik FGD/ Konsulta5| PUb“k
- Penduduk , ekonomi \ i i i
= Risike bencana. 'l Penduduk , ekanomi , , pertanian ,industri , Wilayah, Tutupan lahan , DAS, ‘ Program, anggaran ‘
’ el ISKI , rsampahan ir kawasan hutan gambut, ' :
kerentanan iklim, l.. .g indikator sosial i e A \v/ mangrove, pesisir , rawan @ @®9® aspirasi publikmusrebang , |
P e R adaptaSI ,dan m|t|gaS| .. sanitasi ’dan lalnnya‘ bencana , kualitas lingkungan . dan validasi |apangan
9 \_ )\ infrastruktur dan lainya g J

HASIL CHECKLIST AWAL

Bahan awal untuk DPSIR,
TIKD,skenario , rumusan
RPPLHpeta KSP, IKU, dan
integrasi RPPLH

Daftar dokumen / Q bemetaan
data belum 6
tersedia atau ‘ /N SurlT_letI%rt dan ’
perlu diperbarui - wali data

Daftar e
E dokumen /data ‘
tersedia Q

Catatan :Daerahtidak harus memulai dari kajian primer baru. RPPLH dapat disusun dari dokumen dan
data yang sudah tersedia ,lalu diperiksa kualitas dan relevansinya




YANG DIPERGUNAKAN

Wilayah Ekoregion

100°0" 105°0’ 110°0" 115°0" 120°0" 125°0" 130°0"

> R *

e
Laut'Banda

3 Jasting .

Tata Air

100°0" 105°0" 110°0° 115°0° 120°0° 125°0" 130°0" 135°0° 140°0’

CUPLIKAN BEBERAPA DATA DAN INFORMASI
DALAM RPPLH

Belum Terlampaui

e — B DDDTLH

Populasi Eksisting : 20.257.380
Ambang Batas : 83.396.645
Status : Belum Terlampaui

. Terlampaui
Populasi Eksisting : 17.259.165

Ambang Batas: 72.971.973

Status : Belum Terlampaui
Maluku

Populasi Eksisting : 3.290.402
Ambang Batas : 32.741.567
Status : Belum Terlampaui

Sumatera b !

Populasi Eksisting : 60.700.739
Ambang Batas : 140.666.735 [ ]
Status : Belum Terlampaui

Luas total kawasan hutan daratan:
118,19 juta hektare

Jawa

Papua

s8> Direktorat

W PSDAB

Kawasan Hutan

Populasi Eksisting : 156.036.721 Bali Nusra
Ambang Batas :64.625.785 Populasi Eksisting : 15.533.655 -
Status: Terlampaui Ambang Batas : 25.252.933

Status: BelumTerlampaui

Populasi Eksisting : 5.692.654
[Ambang Batas : 114.257.93
Status : BelumTerlampaui

21,84 juta ha

Hutan Konservasi

29,29 juta ha
Hutan Lindung

Hutan Lahan Kering Primer

Hutan Lahan Kering Sekunder

Pengelolaan

JUMLAH TPA

524

Sampah

Indikator Pengawasan, Pembinaan TPA & Pengelolaan Sampah

Hutan Mangrove Primer
Hutan Mangrove Sekunder

Sampah Terkelola Hutan Rawa Primer [0l

Hutan Rawa Sekunder
35.747 tpd Futan Tanamen
Semak Belukar 10.022

Perkebunan

Progress Sanksi Sudah Verifikasi Sampah Terkelola

Administrasi Lapangan 25%

49% 490 24,68% dari target 100%

48,92% dari target 100% 95,33% dari target

Permukiman
Lahan Terbuka

Savannal Padang rumput

KOEFISIEN RASIO APBD

0,48  0,02%

Sampah Belum Terkelola Tubuh Air

75 % Semak Belukar Rawa

Pertanian Lahan Kering

Penutupan Lahan (Tahun : 2024)

Pertanian Lahan Kering Campur

11,08 juta ha
Hutan Produksi Konversi

55,96 juta ha

Hutan Produksi

30.353
38.975

Penutupan Lahan

22892

26.429

Sawah
49% 95% =
Tambak 1032
Bdr 35
JUMLAH PENDUDUK Sampah Belum Terkelola Tl ez
Pertambangan 976
285,462 ,841 Pemenuhan Kewajiban pada proses 109.092 tpd Rw r 1.788
SA 514 Kota/Kabupaten Penanganan Sampah @ & 5 <&
@ o ®

Jumlah kejadian bencana per tanggal 31 Desember 2025 tercatat sebanyak
4.727% kejadian. Kejadian bencana alam mendominasi adalah Bencana
hid 1! 99,26% d. b geologl 0.74% di e b

banjir, cuaca ekstrem, karhutla, tanah longsor dan kekeringan.

SEBARAN KEJADIAN BENCANA ALAM PERIODE 1JANUARI - 31 DESEMBER 2025 TOTAL BENCANA (" DAMPAK BENCANA ALAM PERIODE

o . ¥ TAHUN 2025 1JANUARI - 31 DESEMBER 2025
Update 31 Desember 2025 m

(e X 214]
(wa-wea X 6799
evosras meNauNs!_J12.110518 )

(" JUMLAH KEJADIAN PER-JENIS )

BENCANA TAHUN 2025
Jumlah Kejadian >
<50 GEMPA BUMI 23} e
B 50 - 150
B > 150
[ 1]
DAMPAK KERUSAKAN AKIBAT BENCANA ALAM TAHUN 2025
RUMAH RUSAK - TOTAL : 281.199 UNIT FASILITASRUSAK - TOTAL : 3.642 UNIT CE m
RUMAH RUSAK BERAT 69.049 SATUAN PENDIDIKAN RUSAK 2.206 KANTOR RUSAK
RUMAH RUSAK SEDANG 1225 CED @D
149.663 M FAsiLasvankesRusak I 211 ] 28 )
A\ 5
*)Hasil Verifikasi Data Bencana Tahun 2025 No: 8/L

- serta berbagai Data dan Informasi
lainnya (Spasial dan Nonspasial )

@ o -

LAMPIRAN VIl
FERATURAN PEMERINIAR ISFUHLI INDONESIA
TANUR 2017
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TANGGAL 7 AFRIL 93T
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CONTOH SUBSTANSI RPP
DAN RPPLH DAERAH




ARAHAN NONSPASIAL RPPLH NASIONAL 2025- 2055 | A
(LAMPIRAN Il PP 26 TAHUN 2025) =

/ Kebijakan Utama;

Kebijakan 1.Perlindungan wilayah yang
memiliki  fungsi sistem penyangga kehidupan
dan kemampuan jasa lingkungan hidup tinggi

Kebijakan 5. Pendayagunaan nilai tambah
sumber daya alam di suatu wilayah

Kebijakan 2. Pemulihan wilayah yang
mengalami penurunan kualitas dan fungsi
Lingkungan Hidup

Kebijakan 6. Penerapan dekarbonisasi menuju
Net Zero Emission

Kebijakan 3. Pemanfaatan wilayah dan
sumber daya alamnya berdasarkan kondisi
Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan
Hidup

Kebijakan 7. Peningkatan ketahanan dan
resiliensi dampak perubahan iklim serta
pengurangan risiko bencana

Kebijakan 4. Pencadangan wilayah yang 141 Strategl : 30 1 P rOg ram I nd | katlf

memiliki: petensi sumber daya alam pada Lokasilndikatif dengan Baseline 117 \WitgyalEkoregion




CONTOH MATRIKS KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM INDIKATIF
RPPLH PULAU SUMATERA PADA LAMPIRAN [l PP NOMOR 26 TAHUN 2025

Direktorat
PSDAB

A%

Tahapan Periode
Kebijakan Strategi Program Indikatif 2030 | 2045 | 2055 | Lokasi Indikatif
1. Perlindungan 1.1. Memperkuat | 1.1.1. Penguatan tata kelola v Kawasan lindung, dan
wilayah yang tata kelola perlindungan kawasan konservasi, terutama pada
memiliki fungsi perlindungan konservasi wilayah Ekoregion Lahan Basah
sistem kawasan Pesisir Timur Andalas, Bukit
penyangga dengan fungsi | 1.1.2. Penguatan v v Barisan Luhak Tujuh Talago,
kehidupan dan lindung kelembagaan Dolok Sibolga-Tarutung, Dolok
kemampuan | perlindungan kawasan Hulu Asahan-Barumun, Luat
Jasa Lingkungan | konservasi Haminjon-Tao Toba, Dataran
Hidup tinggi [ | | Singkil Barus, Bentang
1.2. Mengembang- | 1.2.1. Pengembangan riset v v v Pegunungan Gayo Leuser,
kan teknologi | dan teknologi terkait Perbukitan Gampong Cut Nyak
dan inovasi | perlindungan wilayah Dhien, dan Bentang Riau
perlindungan | Kepulauan
wilayah

Sumber: Lampiran IIl PP Nomor 26 Tahun 2025




ARAHAN SPASIAL RPPLH NASIONAL 2025- 2055 | P ae
(LAMPIRAN Il PP 26 TAHUN 2025) ~

33,88%untuk Sumber Daya Alam yangdimanfaatkan secara optimum S _
0 Visualisasi ini bukan Go/No -Go Area , melainkan arahan makro
’ T s ' k ' ' PPLH k
55’41 /(Dmtuk Fungsi LH yang dilindung jangka panjang berbasis upaya , dengan mengedepankan

skema pembiayaan yang menghindari  cost center dan mendorong
6,92%untuk Kualitas LH yang dipelihara dan dipulihkan

investasi jangka panjang yang berkelanjutan

3 ; 78% untuk Sumber Daya Alam yangdicadangkan




